
1 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

a. bahwa dalarn rangka mewujudkan kesejahteraan urnum, 

sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang ad.ii dan 
makrnur serta berkeadilan sosial diperlukan partisipasi 
Pemerintah Daerah yang berkesinambungan dalam kegiatan 

.ekonorni; 

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyara kat 
guna menumbuhkembangkan perckonomian serta untuk 
rneningkatkan Pendapatan Asli Oaerah perlu adanya 
pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Purwa Artha di Kabupaten Grobogan; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Bank Purwa Artha sudah lidak relevan dengan kondisi 
saat ini, schingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diganii; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Pcraturan Daerah tentang Pcrusahaan Perseroan Oaerah 
Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAJJI\IIAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUSAHMN PERSEROAN DAERAH 
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANKPURWAARTHA 
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: PERA'l'URAN DAERAH TENTANG PERUSAi IAAN PERSEROAN 
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWA ARTHA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKI\N : 

BUPATI GROBOGAN 

dan 

Dengan Perserujuan Bersama 
DEWAN PERWAKTLAN RAKYA'l' DAERAH KABUPAi'P:N GROROGAN 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679]; 
5. Peraturan Pcmcrintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, 

Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 
5244); 

6. Pcraruran Pcrnerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomur 6173); 

ten tang 2014 Tahun 23 Nomor 4. Undang-Undang 

2. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tcntang Pcmbcnrukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756); 
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Dala111 Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan : 

1. Dacrah adalah Kabupaten Grobogan. 

2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten 
Grobogan. 

4. Perneriruah Oaerah adaJah Bupati sebagai unsur 

pcnyelenggara Pemeriutahan Daerah yang rnemimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

5. Rapat Umum Pernegang Saham yang selanjutnya disingkat 
RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang 

memcgang kekuasaan tertinggi dalarn Pcrusahaan Perseroan 

Daerah dan rnemegang segala kewenangan yang tidak 

diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalah rcncaria keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dcngan peraturan Daerah, 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 

dalarn penyelenggaraan urusan pernerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Purwa Artha adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis 

usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya 
dimiliki oleh Daerah. 

9. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Purwa Ar+ha yang bertugas 

melakukan pengawascn dan memberikan nasihat kepada 

Dircksi dalam mcnjalankan kcgiatan kepcngurusan 

Pasal 1 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
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Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Purwa Artha. 

10. Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Purwa A.rtha yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan 
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 
Artha untuk kepenti.ngan clan tujuan Pcrusahaan Perseroan 
Daerah Bank Perkrcdiran Rakyat Bank Purwa Artha serta 

mewakili Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Bank Purwa Artha, balk di dalam maupun di Juar 
pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah dan Anggaran 
Dasar Perusahaan Perseroan Dacrah Dank Perkreditan 
Rakyat Bank Purwa Artha, 

11. Pejabat Eksekurif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh 
terhadap kebijakan dan operasional Perusahaan Perseroan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dan Zarau 
bertanggungjawab langsung kepada Direksi. 

12. Pegawai adalah Pcgawai yang rnasih aktif bekerja dan tercatat 
dalam adrninistrasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha. 

13. Otoritas Jasa Keuangan atau sebutan luinnya yang 
mempunyai otorttas dalam bidang jasa keuangan yang 
selanjutnya disingkar OJK adalah lembaga independen, bebas 
da.ri campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas 
dan wewenang pengaruran, pengawasan, pemeriksaan dari 

penyiclikan sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang 
OJK. 

14. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah 
Daerah berupa uang clan/atau barang milik daerah pada 

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pcrkreditan Rakyat Bank 
Purwa Artha dengan mendapaikan hak kcpemilikan unruk 
diperhitungkan sebagai modal /saham. 

15. Modal Dasar adalah scluruh nilai nominal saham yang 

disebut dalam Pcraturan Daerah dan atau Anggaran Dasar. 
16. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah 

dipenuhi oleh pemilik/ pemegang saham. 
1 7. Tata Kerja adalah pembagian tugas, wewenang dan tanggung 

jawab serta pengaruran hubungan kerja sama dari masing- 



(1) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Purwa Artha didirikan dengan maksud untuk membantu 
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Pasal2 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujunn 

masing unit kerja dan penggarisan saluran tanggung jawab 

dari masing masing jabatan struktural dengan rnaksud untuk 

dapat melaksanakan tugas pokok. 

18. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada 

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Purwa Artha yang memberi hak atas deviden kepada 

Pemiliknya dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan dan/atau Anggaran Dasar Pcrseroan. 

19. Akta Pendirian adalah A.kt.a Pendirian Perusahaan Perseroan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Ba11k Purwa Artha. 
20. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perusahaan 

Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 

Artha. 

21. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah 
dikurangi pajak. 

22. Kantor Cabang adalah kantor Perusahaan Perseroan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang rnelakukan 
pelayanan leas, termasuk pemberian kredit dalam rangka 

membantu kantor induknya, dengan alarnat, ternpat usaha 
jeJas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. 

23. Kantor Pelayanan Kas adalah kantor Perusahaan Pcrseroan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang 
melakukan pelayanan kas, tidak terrnasuk pernberian kredit 

dalam ra.rgka membantu kuntor induknyu, dengun ularnut, 

tempat usaha jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan 

usahanya, 
24. Rencana Bisnis Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang selanjutnya 

disingkat RBB adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 
yang dibuat oleh Direksi dan disetujui oleh RUPS. 
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(1) Perusahaan Perseroan Daerah Ba11k Perkreditari Rakyat Bank 
Purwa Artha berkedudukan di Oaerah, 

(2) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Purwa Artha dapat mernbuku Kantor Cubang dan/ a tau 
Kantor PeJayanan Kas sesuai ketcntuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 4 

(J) Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum 
Perusahaan Daerah Bank Perkred itan Rakyat Bank Purwa 
Art.ha yang didiri.kan berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Perusahaan Daerah Bank Perkredit.an Rakyat Bank Purwa 
Artha rnenjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bonk 

Perk.reditan Rakyat Bank Purwa Art.ha. 

(2) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkrcditan Rakyat Bank 
Purwa Artha menlridaklanjuti perubahan bentuk badan 

hukurn sebagairnana climaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

BAB II 
BENTIJK BADAN HUKUM, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN 

,JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAI\N 

serta mendorong perturnbuhan ekonomi dan pembangunan 

Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah. 

(2) Perusahaan Perseroan Daerah Dank Perkreditan Rakyat Bank 
Purwa Artha didirikan dengan tujuan : 
a. memberikan manfaar bagi perkernbangan perekonomian 

Daerah; 

b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat: 
c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah; 

dan 

d. memperoleh laba atau keuntungan. 
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Tugas Perusahaan Perseroa.n Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Purwa Artha adalah untuk : 

Pasal 7 

Kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Purwa Artha meliputi : 

a. mcnghimpun dana dari pernerintah dan masyarakat dalam 
bent.uk sirnpanan berupa deposito berjangka, tabungan 
dan/ a tau bentuk lain yang dipersamakan; 

b, memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau 
kredit usaha rakyat daerah serta melaksanakan pembinaan 
terhadap pengusaha usaha mikro 'kecil dan menengah; 

c. melakukan kerjasarna dengan lernbaga keuangan/lembaga 
lainnya; 

d. mcncmpatkan dananya dalarn bcntuk Scrtifikat Bank 

Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau 
iabungan di Bank lainnya, Iembaga keuangan. dan lembaga 
Iainnya; 

e, mernbantu Pernerintah Dacrah dalam opumalisasi penyaluran 
dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan 
pcraturan pcrundang-undangan; 

f. mernbanru pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang 
kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa 

adat scsuai dengan ketentuan peraturan peruridang­ 

undangan; dan 
g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan 

kctcntuan pcraturan pe.rundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 6 

BAB TV 

KEGIA1'AN USAHA, Tl)GAS DAN FUNGSI 

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkrcditan Rakyat Bank 
Purwa Artha diclirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. 

Pasal 5 
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(1) Modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Bank Purwa Artha ditetapkan sebesar 

Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). 

(2) Modal dasar yang telah disetor kepada Perusahaan Perseroun 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sampai 

dcngan Tahun 2010 adalah sebesar RplS.000.000.000,00 

(lirna belas rnilyar rupiah]. 
(3) Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Bank Purwa Artha merupakan kekayaan Daerah yang 

dipisahkan, 
(4) Pernerruhan modal dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1), 

dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan dalam APBD 

sesuai kemampuan keuangan daerah. 
(5) Perubahari besarnya modal dasar sehagaimana tcrsebut pada 

ayat (J) ditetapkan dcngan RUPS. 

Pasal 9 

BAB V 
MODAL DAN SAHAM 

Fungsi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Purwa Artha sebagai lembaga intermediasi bidang 

keuangan melalui : 

a. penghimpunan dana; dan 

b. pcnyaluran dana. 

Pasal 8 

mendorong perrurnbuhan perekonomian daerah; 

b. membanru penyectiaan modal usaha bagi pelaku usaha 

mikro, kecil dan menengah; 

c. mernberikan pelayanan peningkatan modal secara rnudah, 

murah guna pengembangan usaha; dan 

d. salah satu sumber pendapal.an Daerah, 

dalam rangka pelayanan perbankan a. melaksanakan 
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(2) Penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah 

Bank Pcrkrcditan Rakyat Bank Purwa Artha direrapkan dalam 
Pcr~turan Daerah tentang Penyertaan Modal. 

( I) M odaJ Pcrusahaan Perseroan Daera h Bank Perkreditan 

Rakyat Bank Purwa Artha yang bersurnber dari Penyertaan 
Modal Daerah rnerupakan batas pertanggungjawaban Daerah 

atas kerugian Perusahaan Pcrscroan Dacrah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha. . . 

Pasal 12 

(1) Sumbcr modal Pcrusahaan Perseroan Daerah Bank 

Perk.reditan Rakyat Bank Purwa Artha terdiri atas : 
a. penyertaan modal Daerah; 
b. hibah; dan 

c. sumber modal lainnya. 
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dapat bersumber dari APBD. 

(3) Hibah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b dapat 
bersumber dari: 

a. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau 
b. Sumber Iainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

pen.mdang-undangan. 

(4) Surnber modal lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c meliputi : 

a. Kapitalisasi cadangan; ilan/;citFJu 
b. Kcuntungan rcvaluaei aset. 

Pasal 11 

(1) Penyertaan modal diterbitkan dalam bentuk saham oleb 
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Purwa Artha yang ditunjukkan dengan surat saham. 
(2) Saham yang ditcrbitkan oleh Perusahaan Perseroan Daerah 

Bank Perkrediian Rakyat Bank Purwa Ari.ha rnerupakan 

saham atas nama. 

Pasal 10 
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(1) Organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Purwa Artba terdiri atas : 
a. RUPS; 

b. Kornisaris; dan 
c. Direksi. 

Pasal 16 

BAB VI 

ORGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH 
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWA ARTHA 

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumbcr dari modal 
kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset, 
diputuskan oleh RUPS. 

(2) Penyertaan modal yang ber-surnber dari modal kapitalisasi 
cadangan scbagaimana dima.ksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. 

Pasal 15 

(I) Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik 
Daerah. 

(2) Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat 
harang milik Daerah dijadikan penyertaan modal. 

(3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh 
dcngun rnclakukau pcuafsirun harga barang milik Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 14 

Sumbcr modal Pcrusaha.an Perscroan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Purwa Artha yang bcrasal dari sumber modal 
lainnya dipuruskan oleh RUPS. 

Pasal 13 
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Bupati tidak bertanggungjawab atas kcrugian Pcrusahaan 
Perseroan Daerah Bank Perk.reditan Rakyat Bank Purwa Artha 
apabila dapat membuktikan: 
a. Tidak mempunyai kcpcntingan pribadi baik langsung 

maupun tidak Iangsung; 
b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hL1kL1m yang 

dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; dan/ a tau 

Pasal 19 

(l) RUPS merupakan pernegang kckuasaan tcrtinggi dalarn 

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Purwa Artha. 

(2) Bupati mewakili Pernerintah Daerah selaku Pemegang Saham 
Tunggal dan bertindak sebagai RUPS. 

(3) Bupati dapat memberikan kuasa bcrupa hak substitusi 
kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraruran perundang-undangan. 

Pasal 18 

Bagian Kesatu 

RUPS 

Seuap orang dalam pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dilarang memiliki 
.hubungan keluarga sarnpai derajat ketiga berdasarkan garis 
lurus ke atas, ke bawah atau ke sarnping, termasuk hubungan 

yang timbul karena perkawinan. 

Pasal 17 

(2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas Komisaris Utama dan Komisaris. 
(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf c terdiri 

alas Direktur Utama clan A.nggota Direksi. 
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(1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS berdasarkan 
keten tuan 0. 11<. 

(2) .Jurnla h anggota Komisaris paling banyak sama dengan 
jurnlah Direksi. 

(3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 [satu] orang 

anggota, maka 1 (satu] orang anggota Komisuris diangkat 

sebagai Komisaris Utama, 

(4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud 
pada ayac (1.) clan ayat (2) dilakukan bcrdasarkan asas 
efisiensi dan efektivitas keputusan, pcngawasan, dan 

Pasal 22 

Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan 

dan pengelolaan a.tau usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dan memberi nasihat 

kcpada Dircksi. 

Pasal 21 

Bagian Kedua 
Komisaris 

ketentuan peraturan 
RUPS diarur dalam mcngcnai 

dengan Anggaran Dasar sesuai 
perundsng-undangan. 

(1) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan clan RUPS Luar Biasa. 
(2) RUPS diadakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. 
(3) RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau dapat 

menunjuk kuasanya. 
(4) Kctcntuan lcbih lanjut 

Pasal 20 

c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak Iangsung 
menggunakan kekayaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Pcrkrcditan Rakyat Bank Purwa Artha secara mclawan 
hukum. 
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untuk dapat diangkat menjadi Kornisaris harus memenuhi 
syarat, meliputi : 

a. schat jasmani clan rohani; 

b. merniliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, 

jujur, perilaku yang baik, clan dcdikasi tinggi untuk 
memajukan dan mengembangkan perusahaan; 

c. kompetensi; 
d. reputasi keuangan yang baik; 

e. rncmahami penyelenggaraan pernerintahan Daerah; 
f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan 

salah sa.tu fungsi manajernen; 

g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 
tugasnya; 

h. berijazah paling reridah Strata 1 [satu]; 

Pasal24 

Paragraf 1 

Persyaratan Menjadi Anggota Komisaris 

(1) Proses pencalonan, pernilihan, dan pengangkatan Komiaaris 

dilaksanakan oleh RUPS. 

(2) Proses pcmilihan anggota Komisaris dilakukan melalui 

seleksi. 

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
meliputi cahapan uji kelayakan clan kepatutan serta 
diumumkan mclalui media. 

(4) lJji kelayakan dan kepatutan sebagaimana di.maksud pada 
ayat (3) dilakukan oleh RUPS sebelum diajukan calon kepada 

OJK. 

(5) Calon anggota Kornisaris yang telah memenuhi seleksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Julus seleksi 

untuk diajukan kepada OJK. 

Pasal 23 

pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Perseroan Daerah 

Bank Perkrcditan Rakyat Bank Purwa Artha. 
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Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang sehat; dan 

d. tidak rcrmasuk dalam Daftar Tidak Lulus. 

(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
24 huruf c meliputi : 

a. mcmiliki pcngctahuan di bidang perbankan yang memadai 

dan relevan dengan jabatannya; 

h. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 

(dua) tahun: dan 
c. memiliki sertifikasi profesi. 

(3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tcrpenuhi tetapi 
terdapai lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh 

persen] dari jumlah anggota Kornisaris yang memiliki 
pengalaman di bidang perbankan maka anggota Kornisaris 
lainnya dapat rnerniliki pengalaman bidang lainnya. 

untuk mernatuhi peraturan b. memiliki komitmen 
perundang-undangan; 

c. mcmiliki komitmen yang tinggi terhadap pcngembangan 
operasional Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
h r h 1· ti urui ,. me 1pu 1 : 

a. merniliki akhlak dan moral yang baik; 

Pasal 2S 

1. tidak perriah dinyatakan pailit; 

j. berusia paling ?nggi 60 (cnam puluh) tahun pada saat 
mendaftar pertarna kali; 

k. tidak pernah menjadi anggota Direksi danyatau anggota 
Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan 
usaha yang dipirnpin dinyatakan pailit; 

I. udak sedang menjalani sanksi pidana; 
m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala 

Daerah a tau calon wakil Kepala Daerah dan/ atau calon 
anggota DPRD; dan 

n. tidak terrnasuk dalam daftar orang tercela di bidang 
perbankan scsuai dengan kctcntuan yang ditctapkan 0,JI<. 
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(1) Pengangkatan anggora Komisaris tidak bersarnaan waktunya 

dcngan pcngangkatan anggota Direksi kecuali untuk 
pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. 

(2) Pengangkatan anggota Kornisaris sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) untuk menghindari terjadinya kekosongan 

kepengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha. 

Pasal 29 

Bupati dan Wakil Dupati dilarang menjabat sebagai Komisaris. 

Pasal 28 

Komisaris cliangkat unruk masa jabatan paling lama 4 (empat) 
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kaJi masa 
jabatan. 

Pasal27 

Anggota Korrusaris diangkat oleh RUPS. 

Pasal 26 

Paragraf 2 
Pengangkacan Anggot.a Komisaris 

(4) Pcrsyaratan repu+asi keuangan sebagairnana dimaksud dalam 
PasaJ 24 huruf ct meliputi : 
a. udak termasuk dalam daftar kredit macet; dan 
b. tidak peruah dinyatakan pailil aiau rnenjadi anggota 

Kornisaris yang dinyatakan bersaJah menyebabkan suatu 
Bank dinyatakan pailit, dalam 5 (!ima) tahun sebelum 

dicalonkan. 
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( 1) Anggota Komisaris dilarang mernangku lebih dari 2(dua) 

jabatan Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. 

Pasal J2 

Paragraf 3 
Larangan Anggota Komisaris 

( l) Komisaris yang dinilai rnampu mclaksanakan tugas dengan 
baik selama masa jabatannya dapat diangkat kembali, 

(2) Pengangkatan kembali anggota Komisaris oleh RUPS harus 
dilakukan paling larnbat pada tanggal berakhirnya masa 

jabatan anggota Komisaris. 

(3) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Purwa Artha wajib rncnyampaikan laporan pengangkatan 

kembali anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
RUPS. 

(4) Dalam ha! Perusahaan Pcrscroan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Purwa Artha Lidak dapat menyelenggarakan 
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksutl pada ayal 

(1) atau RUPS dilaksanakan namun tidak rnenyetujui untuk 
mengangkat kembali anggot.a Komisar-is, maka masa jabatan 

anggota Komisaris dimaksud berakhir. 
(SJ Anggota Komisaris yang tclah bcrakhir masa jabatannya dan 

dicalonkan kembali sebagai anggota Komisaris, harus 
memperoleh persetujuan OJK berpedoman pada tata cara 
pengajuan calon Kornisaris sesuai ketentuan OJK. 

Pasal 31 

Kcpurusan RUPS rncngcnai pengangkatan Anggota Komisaris 

disarnpaikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak tanggal efektif pengangkatan. 

Pasal 30 



17 

(1) Kornisaris dilarang memangkujabatan rangkap sebagai : 

a. anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Badan Usaha 

Milik Daerah , Sadan Usaha Milik Negara danj'atau Badan 

Usaha milik swasta dan/atau Bank Umum; 

b. peiaoat lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan: 

c. pejabat lain yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan. 

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ dikenai 
sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu 

darijabatan sebagai Anggota Komisaris. 
(3) Dalam hal RUPS tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 

(dua puluh] hari kcrja scjak yang bcrsangkutan diangkat 

memangku jabatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), 

' 

Pasal35 

(1) Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang 

rncngakibatkan pcngalihan tugas, dan wewenang tanpa baras, 

(~J Dalam ha! terjadi benturan kepentingan, anggota Kornisaris 

dilarang mengambil keputusan. 

Pasal34 

(1) Anggota Komisaris dilarang mcmpunyai kepentingan pribadi 

langsung at.au t.idak langsung pada Perusahaan Perseroan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha. 

(2) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi 
Jangsung/tidak langsung pada badan hukum/perorangan 

yang diberi kredit oleh Perusahaan Perscroan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha. 

Pasal 33 

(2) Pelanggaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dikeuai 

sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu 

dari jabatan sebagai Anggota Komisaris. 
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Koruisaris mernpunyai wewcnang antara lain : 
a. meneliti rencana stratcgis bisnis (corporate plan}, rencana 

kcrja iahunan dan anggaran Pcrusahaan Perseroan IJaerah 

Pasal 37 

dilakukan sccara : 

a. periodik sesuai'dcngan jadwal yang telah ditenrukan; dan 

b. sewaktu-waktJ sesuai dcngan kcbutuhan . . ~ 

huruf a 
If 

sebagaimana dirnaksud ayat (I) (4j Pengawasan 

,. 
undangan. 

(l) Komisaris bcrtugas : 
a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan 

Dacrah Bank Perkreditan Rakyal Bank Purwa Artha; dan 
b. mcngawasi dan member i nasehat pada Direksi dalarn 

menjalankan pcngurusan Perusahaan Perseroan Daerah 
Dank Perkreditr n Rakyat Bank Purwa Artha. 

(2) Pengawasan sebag rimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
untuk: 

a. memastikan t -rselcnggaranya tata kelola Perusahaan 
Perseroan Dae ah Bank Perkreditan Rakyat Dank Purwa 
Artha YA ng bai c; dan 

b. rnernastikan p- laksanaan tindak Ianjut hasil pemeriksaan 
OJK dan Icrnb, -ga pemerilcsa Iainnya. 

(3) Kornisaris wajib : 
a. rnclaporkan hasil pengawasan kepada RlJPS; 
b, mernbuat dan rnernelihara risalah rapat; dan 
c. mclaporkan hasil pengawasan clan evaluasi kepada 

instansi terkai{ sesuai ketentuan peraturan perundang- 

Pasal 36 

Paragraf 4 

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Komisaris 

maka sernua jabatcnnya sebagai anggota Kornisaris 

dinyatakan berakhir. 
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Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 
(satu) kali dalam 3 [tiga] bulan. 

Pasal 39 

(1) Kornisaris dalam melaksanakan tugas dau wewcnanguya 

bertanggung jawab kepada RUPS. 
(2) Pertanggungjawaban Komisaris dilakukan secara tertulis yang 

ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris. 

Pasal38 

tugas tert en l u. 
g. mcnunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan 

berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan . - 
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Purwa Artha; 
f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, 

rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi pada RUPS; 
dan 

d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan 
Perseroan Daer ah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 

Artha; 

c. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang 

Bank Pcrkrcditan Rakyat Bank Purwa Ariha sebelum 

diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan; 
b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disarnpaikan 

Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS; 
c. rncrnberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak 

dirninta kepada J~UP!:l unruk perbaikan dan pengembangan 
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Purwa Artha; 



(1) Komisaris diberikan honorarium dengan besaran sebagai 

berikut: 
a. Kornisaris Uta.ma, paling banyak 40% (empat puluh 

persen) dari penghasilan Direktur Uta.ma; dan 
b. Anggota Komisaris, paling banyak 80% (dclapan puluh 

persen) dari honorarium Kornisaris Utama. 
(2) Komisaris diberikan tunjangan, berupa : 

a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemarnpuan 
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Purwa Artha; dan 

b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan 
sesuai dengan kemampuan Perusahaan Perseroan Dacrah. 
Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha. 

(3) Dalam hal Komisa ris telah mendapatkan tunjang::m 

kesehatan dari lernbaga lainnya akibat dari jabatannya, maka 
Komisaris tidak meridapatkan tunjangan sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b. 
(4) Anggota Komisaris dapat diberikan uang tandem yang 

bcsarnya paling banyak 40% (ernpat puluh persen] dari yang 
diterima oleh Direktur Utama. 

(5) Anggota Komisaris dapat dibet-ikan jasa pengabdian. 
(6) Jasa pengabdian sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) 

dipcruleh dari laba sebelum dipotong pajak, seielah diaudit 
dari rahun sebelurn akhir masa jabatannya paling banyak 

40% (empat puluh persen] dari yang direrima anggota Dircksi 
20 

Pasal 41 

(l) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. 

(2) Penghasilan anggota Komisaris terdiri atas : 
a. honorarium; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/atau 
d. tantiem atau insentif kinerja. 

Pasal 40 

Paragraf 5 

Pcnghasilan Anggota Komisaris 
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a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan; 
b. jangka waktu persetujuan pernberhentian; dan 
c. tata cara pcmberhentian, 

(1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian 

Kornisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang paling sedikit 

mernuat materi : 

Pasal 43 

-Jabatan anggcta Komisaris berakhir apabila: 

a. meninggal dunia; 

b. rnasa jabatannya berakhir; dan/atau 

c. diberhentikan sewaktu-waki u. 

Pasal 42 

Paragraf 6 

Akhir Masa Jabatan Anggota Komisaris 

(8) Besarnya uangjasa pengabdian sebagairnana dimaksud pada 
ayar (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi 
masa jabatan yang ditentukan. 

(9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang 
t:1ntie:m mempcrhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, 

efieiensi, efektivitas, kcpatutan, kewajaran dan rasionalitas 
serta sesuai dengan kernampuan Perusahaan Perseroan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha. 

( l OJ Kctentuan lcbih lanjut mengenai penghasilan Komisaris 

diatur dalarn Anggaran Dasar. 

dcngan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(7) Komisaris yang diberhcntikan dengan hormat sebelum masa 

jabatannya berakhir, rnendapat jasa pengabdian dengan 

syarat telah rnenjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) 
tahun, 
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(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang 

bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi : 

a. sehatjasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, 

jujur, pcrilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi unruk 
memajukan dan mcngcmbangkan perusahaan; 

c. kompetensi; 
d. reputasi keuangan yang baik; 
e. memaharni penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 
f. memaharni manajemen perusahaan; 
g. memiliki pengetahuan mernadai tli bidung usaha 

perusahaan; 
h. berijazah S-1 (Strata Satu); 

Pasal46 

Paragraf 1 

Persyaratan Menjadi Anggota Direksi 

(1) Dircksi diangkat oleh RUPS. 

(2) Anggota Direksi paling sedikh berjumlah 2 (dua) orang dan 

salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama, 

(3) Pcnenruan jumlah anggoca Direksi dilakukan berdasarkan 
asas efisiensi dan efektifitas pcngurusan Perusahaan 
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 

Artha. 

(4) seturun anggota Direksi bertcmpat tinggal di Daerah. 

Pasal 45 

Direksi menja.Jankan pengurusan dun pengelolaan sesuai dcngan 
maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Pcrkreditan Rakyat Bank Purwa Artha. 

Pasal 44 

Bagian Ketiga 

Direksi 
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(1) Persyaratan lntegritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

ayat (1) huruf b meliputi: 

a. memiliki akhlak dan moral yang baik; 

b. rnerniliki komitmen untuk mematuhi kctentuan peraturan 
pcrundang- undangan; 

c. memiliki komicmen yang tinggi terhadap pengembangan 
operasional Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang sehat; dan 

d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus. 

{2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
46 ayat (1) huruf c mcliputi : 

a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai 
clan relevan dengan jabatannya; 

b. memiliki pengalarnan dan keahlian di bidang perbankan 

paling sedikit 2 (dua) tahun; dan 
c. memiliki sertifikasi profesi, 

Pasal 47 

1. memiliki pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun 

di bidang rnanajerial perusahaan berbadan hukum dan 

pernah memimpin tim; 

j. berusia paling rendah 35 (uga puluh lirna) tahun, paling 

tinggi 55 [Iirna puluh Jima) tahun pada saat mendaftar 
pertama kali; 

k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan 
Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan 
usaha yang dipirnpin dinyatakan pailit; 

I. Lidak pernah dihukurn karcua mclakukan tindak pidana 
yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah: 

m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

n , tida k sedang rnenjadi pengurus partai politik, calon kepala 
daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon 

anggota legislatif. 

(2) Pernenuhan persyaratan bagi anggota Direksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan mengenai uji kemampuan dan kcpatutan bank. 



24 

(l) Pengangkatan calon anggota Direksi tcrpilih dilakukan 

dengan keputusan RUPS. 

Pasal 49 

(1) Anggota Direksi diangkat untuk rnasa jabatan paling lama S 

(Iima] tahun dan dapat diangkat kernbali untuk 1 (satu) kali 

masajabatan kecuali: 
a. direnrukan lain oleh peraruran perundang-undangan; dan 

b. dalarn hal anggota Dircksi memilik:i keahlian khusus 

dan/alau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk 

masa jabatan yang ketiga. 

(2) Kcahlian khusus dan prestasi sangat baik sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi 

kriteria : 

a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta 

rencana kerja dan anggaran Perusahaan Perseroan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; 

b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling 

rendah wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun 

berturut-rurur di akhir periode kepernimpinan; 

c. seluruh basil 'pengawasan sudah ditindaklanjuti seauai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan 

cl. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% 

(seratus pcrscn) selama 2 (dua) pcriode kepernimpinan. 

Pasal 48 

Paragraf 2 

Pengangkatan Anggota Direksi 

(3) Persyaratan reputasi keuangan scbaguimana dirnaksud dalarn 

Pasal IJ.fi ayat ( 1) huruf d meliputi : 

a. tidak termasuk dalam daftar kredit macer; dan 
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau rnenjadi anggota 

Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan 
suatu perusabae n dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) 

tahun sebelum dicalonkan. 
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(1) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan 

kembali anggota Direksi yang dinilai rnampu melaksana.kan 

rugas dengan baik selama masa jabatannya. 
(2) Anggota Direksi dinilai rnampu melaksanakan tugas dengan 

baik jika memenuhi kriteria paling sedikit scbagai bcrikut : 
a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta 

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan 
Dacrah Bank Pcrkrcditan Rakyat Bank Purwa Artha; 

b. rneningkatnya opini audit atas laporan keuangan 
Perusahaan Perscroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Dank Purwa Artha atau mampu rnempertahankan opini 

audit wajar tanpa pengecualian; 

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

d. tcrpcnubinya target dalam kontrak kinerja. 
(3) Dokumen yang digunakan unruk menilai kemampuan tugas 

Anggota Direksi paling sedikit rerdiri dari : 

a. rencana bisnis Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Purwa Arlha; 

b. rcncana kcrja dan anggaran Pcrusahaan Pcrseroan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; 

c. laporan keuangan; 

d. laporan hasil pcngawasan; 

e. kontrak kinerja; dan 
r. hasil penilaian clan rekomenclasi atas kinerja Direksi 

(4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi 

wajib rnenandatangani kontrak kinerja. 

Pasal 50 

(2) Pcngangkatan kembali anggota Direksi tidak bersamaan 

waktunya dengan pengangkatan anggota Kom.isaris, kecuali 
untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. 

(3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimaria dimaksud pada 
ayat (2) untuk mcnghindari lerjadinya kekosongan 

kepengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

Pcrkreditan Rakyat Bank Purwa Artha. 
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(1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olch Bupati. 
(2) Pelanlikan dan pengarnbilan sumpah jabatan sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat 

belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan 
A.nggota Direksi. 

Pasal 53 

Kcpuiusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi 

disampaikan kepada OJK dengan tcmbusan kepada Menteri 

Dalam Negcri melalui Dircktur Jendral Bina Keuangan Daerah 

paling lama 10 (sepuluh] hari kerja setelah ditandatangani. 

Pasal 52 

(1) Ca Ion anggota Direksi wajib rnernperoleh persetujuan dari 

OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. 

(2) Perusahaan Perseroan Dacrah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Purwa Artha mengajukan perrnohonan kepada OJK disertai 

dengan dokumen pendukung. 

(3) Perusahaan Perseroan Daera h Rank Perkreditan Rakyat Bank 

Purwa Artha harus menyelenggarakan RUPS untuk 

mengangkat anggota Direksi paling lama 90 (sembilan puJuh) 
hari sejak tanggal perserujuan OJK. 

(4) Dalam bal jangka waktu 90 [scmbilan puluh] hari berakhir 

dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

l:3an.k Purwa Artha belum menyelenggarakan RUPS, 

persetujuan OJK dan penetapan hasil UKK batal dan 

dinyatakan tidak berlaku, 

Pasal 51 

(5) Penandatanganan kontrak kinerja dilakukan sebelurn 

pengangkatan kernbali sebagai anggota Direksi. 



( l) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 
a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, 

badan usaha milik Negara dan Bndan Usaha milik swasta; 
27 

Pasal 56 

Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau 
ticlak langsung pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha atau Badan 

Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh Perusahaan 

Perseroan Daerah Dank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, 

Pasal 55 

Paragraf 3 

Larangan Anggota Direksi 

b. RUPS dilaksanakan namun tidak menyetujui unruk 

mengangkat kembali anggota Direksi. 
(4) Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dan 

dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi, calon dimaksud 

harus rncmperoleh persetujuan dari O,JK berpcdoman 'pada 

tata cara pengajuan calon anggota Direksi sesuai ketentuan 
OJK. 

a tau 

(1) Pengangkatan kernbali anggota Direksi oleh RUPS harus 

dilakukan paling larnbat pada tanggal berakhimya masa 

jabatan anggota Direksi. 

(2) Perusahaan Pcrscroan Daerah Bank Perkrediran Rakyat Bank 
Purwa Artha wajib rnenyampaikan laporan pengangkatan 

kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh] hari sejak tanggal 
RUPS. 

(3) Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila: 
a. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Purwa Artha tidak dapat menyelenggarakan RUPS 

dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l); 

Pasal 54 



( 1) Direksi roempunyai tugas : 

a. rnelaksanakan manajcmen Perusahaan Perseroan Daerah 
Bank Perkreditan RakyaL Bank Purwa Artha meiipuu : 

1. menyusun perencanaan; 
2. pengurusan rpengelolaan: dan 
3. pengawasan kegiatan operasional. 

b. menetapkan kcbijakan unruk rnclaksanakan pengurusan 

dan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berdasarkan 
kebijaksanaan umum yang ditctapkan oleh Komisaris; 

c. rnenyusun dan menyampaikan Rencana Kcrja Tahunan 
dan Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha kepada RlJPS 
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P;,isal 58 

Paragraf 4 

T'ugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi 

Anggota Direksi dilarang memiliki saharn secara sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama sebesar 25% (dua puluh Iima persen) 
atau lebih dari modal disetor di Iembaga jasa keuangan non 
Bank. 

Pasal 57 

b. jabatan lainnya scsuai dengan peraturan perundang­ 

undangan; dan 

c. jabatan Iain yang dapat menimbulkan konflik 

kcpcntingan. 

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenai sanksi adrninistratif berupa diberhentikan sewaktu­ 

waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi. 

(3) Dalam hal RUPS tidak rnelaksanakan kctentuan sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) dalarn jangka waktu paling lama 20 

(dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat 
memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan 
yang bersangkuran sebagai anggota Direksi dinyatakan 
berakhir, 
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(1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau 
Direktur Utama mcrangkap anggota Direksi. 

(2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

rnempunyai rugas menyelenggarakan pcrencanaan dan 
koordinasi dalam pclaksanaan tugas Direksi serta rnelakukan 

pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perusahaan 
Pcrseroan Dacrah Bank Perkrcditan Rakyat Bank Purwa 
Artha, 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), setiap anggota Direksi mempunyai kewenangan yang 
diatur derigan Peraturan Dircksi. 

(1) Apabila scmua anggota Dircksi tcrpaksa tidak berada di 
tcmpat/ ber+ialangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi 

mcnunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perusahaan 
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 
Artha sebagai pelaksana rugas Direksi. 

Pasal59 

rnelalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang 

organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, 

kepcgawaian, umum, dan pengawasan unruk 

mendapatkan pengesahan; 

d. menyusun dan rnenyampaikan laporan perhitungan hasil 

usaha dan kegiatan Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; 

e. menyusun dan menyarnpaikan laporan tahunan yang 
terdiri atas Neraca clan Laporan Laba Rugi kepada RUPS 
rnelalui Konusarts untuk rnendapat pengesahan; dan 

I. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Direksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat 
mengadakan kerjasarna dcngan pihak lain dalarn upaya 
pengembangan Pcrusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha. 
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Direksi mernpunyai wewenang : 
a. rnengurus dan mengclola kekayaan Perusahaan Perseroan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; 
b. mengangkat dan membcrhentikan pegawai Perusahaan 

Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 
Artha berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan 
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 
Artha; 

c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan 

Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 
Artha dengan persetujnan Komi sar-ie; 

d. inewakili Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Purwa Artha di dalarn dan di luar pengadilan; 

c. rncnunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan 
perbuatan hukum tertentu mewakili Perusahaan Perseroan 
Daerah Bank Perkreditan RakyaL Bank Purwa Artha, bila 
dipandang perlu; 

f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan 
RUPS melalui Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan; 

g. membeli, menjual atau dengan cara Jain mendapatkan atau 
melepaskan hak atas aset milik Perusahaan Perseroan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang 
rnerupakan hasil pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyal Bank Purwa Artha berdasarkan 
persetujuan RUPS alas pertirnbangan Komisaris sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Pasal60 

(5) Pcnunjukan Pcjabat Struktural Perusahaan Perscroan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana 

ctimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi 
dan diketahui oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan 

kepada R!JPS. 

(6) Keputusan Direksi sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) 
bcrlaku paling lama 15 (lima belas) hari. 
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Direksi mempunyai wewenang: 

a. rnengurus dan mengclola kekayaan Perusahaan Perseroan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; 

b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Peru sahaan 

Perseroan Daerah Bank Pcrkreditan Rakyat Bank Purwa 

Artha berdasarkan peraturan kepcgawaian Perusahaan 

Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 
Artha; 

c. mcnetapkan susunan organisasi clan tata kerja Perusahaan 

Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 

Artha dengan persetujuan Komisa+is: 

d. mewakili Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Bank Purwa Artha di dalam dan di Iuar pengadilan; 

e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan 

perbuatan hukum tertentu mewakili Perusahaan Perseroan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, bila 
dipandang perlu; 

f. mernbuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan 

RUPS melalui Komisaris sesuai dengan ketenruan peraturan 
perundang-undangan; 

g. mernbeli, menj ual atau dengan cara Jain mendapatkan atau 

rnclepaskan hak atas aset milik Perusahaan Perscroun 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang 

rnerupakan hasil pengeiolaan Perusahaan Perseroan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berdasarkan 

persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Pasal 60 

(5) Penunjukan Pejabat Struktural Pcrusahaan Perseroan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagairnana 

dirnaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi 

dan dikctahui olch Dewan Kornisaris dan dlberitahukan 
kepada RUPS. 

(6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

berlaku paling lama 15 [lima belas] hari. 
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(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab 

rnenjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha 

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Purwa Artha. 

(2) Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi jika 
yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 
tugasnya. 

(3) RUPS dapat mengajukan gugalan ke pcngadilan terhadap 
anggora Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya 

mcnimbulkan kerugian pada Perusahaun Perseroan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha kecuali anggota 
Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang 

-ditimbulkan dan disetorkan ke rekening kas umum daerah. 

Pasal 62 

(1) Pernbagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan 

dalam Anggaran Dasar. 

(2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang 
bertanggungjawab kepada RUPS melalui Komisaris. 

(3) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh 
masing-rnasing anggota Direksi, 

Pasal 61 

Paragraf S 
Pembagian Tugas Direksi 

h. menctapkan biaya perjalanan dinas Komisaris, Direksi serta 

pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Purwa Artha; 

i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perusahaan Perseroan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; dan 

J. inelaksanakan wewenang lain sesuai dengan kctcntuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(1) Anggota Dircksi diberikan penghasilan yang meliputi : 
a. ?aji pokok yang bcsarnya : 

1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) 
kali guji pokok tcrtinggi pada. daftar skala gaji pokok 

pegawai; dan 

Pnsal 65 

(1) Pcnghasilan Dircksi ditetapkan oleh RUPS. 
(2) Perighasilan Direksi sebagairnana dimaksud ayat (1) terdiri 

alas: 

a. gaji; 
b. tunjangan; 

c. fasilitas; dan/atau 
d. tantiem atau insentif pekerjaan. 

Pasal 64 

Paragraf 7 
Penghasilan Anggota Direksi 

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. 
[2) Dalarn keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diarnbil di 

lua.r rapat Direksi sepanjang seluruh, anggota Direksi setuju 
ten tang cara da.n materi yang diputuskan. 

(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat, yang berisi 
ha! yang dibicarakan clan diputuskan, termasuk apabila 
tcrdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi. 

Pasal 63 

Paragraf 6 
Rapar Direksi 

(41 Pengajuan gugatan oleh pernegang saham pada Perusahaan 

Perseroan Daerab Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 

Arlha dilaksanakan scsuai dengan kctentuan pcraturan 

perundang-undangan. 
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2. Anggota Direksi paling banyak 80% (dclapan puluh 

persen] dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur 
Utarna. 

b. !unjangan kincrja scsuai dengan kernampuan Perusahaan 
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 
Artha; 

c. tunjangan istri/suarni dan anak; 
d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) 

kali gaji pokok; 

e. tunjangan kesehatan dalarn bentuk asuransi kesehatan 
yang layak terrnasuk isl.ri /euami dan anak sesuai dengan 

kemampuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; dan 

L tunjangan hari raya sesuai kemarnpuan Perusahaan 
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 
Artha. 

(2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan atandar 

atau penggsnti sewa rumah scsuai dengan kernarnpuan 
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Purwa Artha. 

(3) Pasilitas keridaraan dinas acau pengganti sewa kendaraan 

sesuai dcngan kernampuan Perusahaan Perseroan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha. 

(4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang 

operaslonal yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji 

yang dipertanggungjawabkan secara riil. 
(5) Dana rcpresentasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh 

puluh Iirna persen) dari jumlah gaji pokok Direksi l (satu) 

tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara 

efisien dan efektif untuk pengembangan Perusahaan 
Perseroan Oaerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 

Artha. 

(6) Penggunaan dana representatif dipcrtanggungjawabkan 

dengan bukti tertulis berupa pakta integritas. 

(7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang 

jasa pengabdian. 



34 

(!) Ang:.gOl'a Direksi mernperoleh hak cuti meliputi: 
a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas] hari kerja; 

b. cuti besar dibcrikan sclama 2 (dua) bulan untuk setiap 
akhir rnasa jabatan; 

c. cuti kaw.in; 
d. cuti sakit; 

e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan 
L cuti karena alasan penting. 

(2) Dalam hal hak cuti bcsar scbagaimana dimaksud puda ayat 
(1) huruf b tidak diarnbil, kepada Direlcsi diberikan 

penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 [dua] kali 
pengbasilan bulan terakhir. 

PasalM 

Paragraf 8 

HakCuti 

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang 
tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas 

dan kemarnpuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

Perkrcditan Rakyat !:lank Purwa Artha. 

Pasal 67 

(1) Jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung 

dari laba scbclum dipotong pajak setelah diaudii dari tahun 

sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan 
anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen] dari 
Dircktur Utama. 

(2) Anggota Direksi yang diberhcntikan dcngan horrnat sebelurn 
masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian 
dcngan syarat telah rnenjalankan tugasnya sclama paling 
sedikit 1 [satu] tahun dengan perhitungan larnanya bertugas 
dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen] dihitung dari laba 

sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum 

tugasnya berakhir. 

Pasal 66 
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(1) Da1am ha.I masa jabatannya berakhir, anggota Direksi wajib 

menyarnpaikan Iaporan pe.ngurus~n tugas akhir masa 

jabaran paling Iambat 3 (l.!ga) bulan sebelum bcrakhir 
jabatannya. 

(2) Anggota Direksi wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas 
pcngurusan yang bclum dilaporkan paling lambat I (satu) 

bulan setelah berakhir masajabatannya. 

Pasal 70 

(1) .Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi : 
a. meningga.J dunia; 
b. masajabatannya bcrakhir; dan/ atau 

c. diberhentikan sewakru-waktu. 
(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena: 

a. permintaan sendiri; 
b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan 

Peru sahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Purwa Artha; 

c. melakukan tindakan tercela; 
cl. terg:,;nggu kcschatannya .mengakibatkan yang 

bersangkutan tidak dapat melaksariakan tugasnya secara 

wajar; 
e. mclangggar pakt.a integritas; dRn/atau 
f. ditetapkan scbagai tcrsangka. 

Pasal 69 

Paragraf 9 

Akhir Maso. .Jabatan Anggota Direksi 

(3) Anggota Direksi yang menjalankan cuci sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh. 

(4) Anggota Direksi wajib mengambil cuti tahunan dan dapat 

diberikan uang cuti yang besarnya sesuai kemarnpuan 
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkredican Rakyat Bank 
Purwa Artha. 
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( l) Da him hal jabatan anggora Direksi berakhir karena 

diberhenukan sewaktu-waktu, wajib disertai alasan 
pt>m berhentian. 

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi 
yang dapat dibuktikan secara sah, anggoia Direksi yang 
bersangkutan: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas; 
b. tidak rnelaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; 

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan 
kerugian pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, negara, dan/ atau 
Daerah; 

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang 
telah mernpunyai kekuatan hukurn tctap; 

e. rnengundurkan diri; 
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi 

scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan/atau 

g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan 

kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukrurisasi, 
likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan 
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 
Artha .. 

Pasal 71 

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan, 

Kom.isaris wajib menyampaikan penilaian dan rckomendasi 

ata~ kinerja Direksi kepada pemegang saham, 

( 4) La po ran sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) serta penilaian 

dan rekomendasi sebaga.imana dimaksud pada ayat (3) 
digunakan sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk 

memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi, 

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota 

Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah 

basil audit dcngan tujuan tertcntu atau audit tahunan dari 
kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS. 
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(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota 
Direksi, tugas pengurusan Pcrusahaan Perseroan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dilaksanakan 
oleh Komisaris. 

(2) Kornisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan 
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 

Artha untuk membantu pelaksanaan tugas Dircksi sampai 

dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) 
bulan. 

(3) Dalam hal terjadi kckosongan jubatan seluruh anggota 

Direksi dan seluruh anggola Komisaris, pengurusan 
Perusahaan Perseroa.n Dacra.h Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Purwa Artha dilaksanakan olch RUPS. 

(4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan 
Perseroan Daerah Bank Pcrkreditan Rakyat Bank Purwa. 

Artha untuk rnembantu pelaksanaan tugas pengurusan 
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Purwa Artha sarnpai dengan pengangkatan anggota Komisaris 
dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. 

(5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada 

ayar (2) dan aya+ (4) dilarang : 

a. melakukan penjualan dan pclcpasan aset Perusa.haan 
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 
Art ha; 

b. rnerubah rencana bisnis (corporate plan)tanpa persetujuan 

RUPS rnelalui Komisaris; 
c. rnerubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui 

Komisnris; 
d. menarnbah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan 

RUPS melalui Kornisaris: 

c. melakukan investasi atau divestaai tanpa persctujuan 

RUPS rnelalui Komisaris; dan 

f. mernbuka dan menutup cabang tanpa persetujuan RUPS 

rnelalui Korniearis. 

Pasal 72 
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(1) Pegawai mernperoleh penghasilan yang adil dan layak scsuai 

dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. 

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan RBB. 

(3) Penghasilan pegawai scbagairnana dimaksud pada ayat (1.) 

terdiri atas : 
a. gaji; 

b. tunjangan; 

c. fasilitas; dan/atau 
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan. 

(4) Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Perusahaan 
Perseroan Daerah Bank Pcrkreditan Rakyat Bank Purwa 
Artha yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada 

pegawai. 

Pasal 74 

Paragraf l 

Penghasilan Pcgawai 

Pegawai merupakan pekerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang pengangkatan, 

pernberhentian, keduduk.an, hale, dan kewajiba.nnya ditetapkan 

berdasarkan perjanjian kerja scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengcnai ketenagakerjaan, 

Pasal 73 

Pegawai 
Bagian Keempat 

(6) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Direkei <lialur dalam 

Anggaran Dasar sesuai dengan kctentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Struktur organisasi dan tata kerja Perueahaan Perscroan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dibcntuk dan 
di tetapkan deriga n Keputusan Direksi dengan perserujuan 
Kornisaris disertai rincian tugas dan fungsi setiap unsur 

organisasi. 

Pasal 78 

BAB VTI 

STRUKTUR ORGANJ8A81 DAN TA.TA KERJA 

Pegawai dilarang menjadi pengun.1s partai politik. 

Pasal 77 

(1) Dalarn rangka peningkatan kompetensL pegawai, Perusahaan 
Perseroan Dacrah Bank Perkreditan Rakyat Bauk Purwa 

Artha melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber 
daya manusia, 

(2) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Purwa /\rtha mcngalokasikan biaya untuk pengembangan 
kapasitas sumber daya rnanusia terutama bagi pegawai 
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Purwa Artha sebesar 5 % (lima pcrsen] dari total biaya tenaga 
kerja. 

Pasal 76 

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Purwa Artha wajib mengikutsertakan pegawai pada program 
jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 75 



40 

(1) Direksi wajib menyiapkan RBB yang heridak dicapai dalam 

jangka waktu 5 (Ji.ma) tahun. 

(2) RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. evaluasi hasil rerrcana bisnis sebelumnya; 

Pasal 80 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

BAB lX 

PERRNCANAAN DAN PELAPORAN 

peraturan Direksi alas 

ketentuan peraturan sesuai persetujuan Komisaris 
perundang-undangan. 

Artha diatur lebih lanjut dengan 

(1) Peruaahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditnn Rakyat· Bank 
Purwa Artha wajib menerapkan tata kelola yang baik 

tcrrnasuk penerapan rnanajemen risiko bcrdasarkan 
keteruuan peraturan perundang-undangan dalam setiap 
kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang 
organisasi. 

(2) Pcncrapan prinsip tata kelola Perusahaan Perseroan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang baik 
meliputi kererbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
independensi dan kewajaran. 

(3) Penerapan manajemen risiko yang baik meliputi resiko kredit, 
resiko operasional, resiko likuiditas dan resiko kepatuhan 

dan/ atau sesuai dengan ketentuan OJK. 
(4) Penerapan ta.ta kelola da.n manajemen risiko Perusahaan 

Perscroan Daerah Bank Perkrcditan Rakyat Bank Purwa 

Pasal 79 

BAB vm 
TATA KELOLA PERUSAHAAN 
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(1) Dalam ha! sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS 

tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan clan 
anggaran Perusahae n Perseroan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Bank Purwa Artha dinyatakan berlaku. 

Pasal 82 

(1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan 
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pcrkreditan Rakyat Bank 
Purwa Artha yang merupakan pcnjabaran tahunan dari RBB 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 80. 

(2) Rcncana kerja dan unggaran tahunan Pe, usahaan Pcrscroan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha 
sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) paling sedikit mernuat: 
a. rcncana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan 
b. hal-hal lain yang mernerlukan Keputusan RUPS. 

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Perseroan 
Dacrah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang 
telah ditandatangani bersama Kornisaris disampaikan kepada 
RUPS untuk mendapatkan pengesahan. 

Pasal 81 

b. kondisi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Bank Purwa Artha saac ini: 

c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; 

d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan clan program kerja; 
e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder); 
f. proyeksi Keuangan; dan 
g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan 

lingkungan / corpornte social responsibility. 
(3) RBB sebegaimana dimaksud pada ayat (l) yang telah 

ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada 
RIJPS untuk mendapatkan pengesahan. 

(4) RBB scbagaimana dimaksud pada ayal (3) merupakan dasar 

perjanjian kontrak kinerja. 
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(1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan 
tahunan. 

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana 

dima.ksud pada ayat (l) terdiri atas laporan pengawasan yang 

disarnpaikan kcpada RUPS. 

(3) Laporan triwulan sebagaimana climaksud pada ayat (2) 

disarnpaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelab 
a.khir triwulan berkenaan. 

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampalkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja 
setelah tahun buku Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Oank Purwa Artha ditutup. 

(SJ Laporan tahunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) 
diaahkan oleh RUPS. 

(6) Dalam ha! terdapat Komisaris Lidak rnenandatangani laporan 
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 
discbutkan alasannya secara tertulis. 

Pasal 88 

Paragraf 1 

Pelaporan Kornisaris 

Bagian Kedua 
Pelaporan 

(2j Pcrubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan 
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 

'Artha dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat 
pengesahan RUPS. 

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Perseroan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang 

tclah mendapat pengcsahan RUPS disampaikan kepada 

Pirnpinan OJK. 

(4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan 

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 
kewcnangan Dircksi. 
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(1) Direksi mcnyampaikan laporan tahunan yang Lelah disahkan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 84 ayat (5) kepada 
Bupati dengan ternbusan kepada Gubernur Jawa Tengan, 
Mcnten Dalam Negen dan Pimpman OJK. 

(2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri 
dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada 

papan pengumuman Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha. 

Pasal85 

(1) Laporan Dircksi terdiri dari laporan bulanan, laporan 
triwulan dan laporan tahunan. 

(2) Laporan bulanan dan Iaporan triwulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tcrdiri atas laporan kegiatan 

operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada 
Komisaris. 

(3) Laporan tahunan sebagaimcna dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan 
manajernen yang ditandatangani bersama Direksi dan 
Komisaris. 

(4) Laporan triwulanan dan Iaporan tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada 
RfJPS 

(5) Laporan tahunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) 
disahkan oleh RUPS paling lama dalarn waktu 30 (liga puh ih] 

hari kerja setelah diter'ima. 

(6) Direksi mcmpublikasikan laporan tahunan kepada 

masyarakai paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah 

laporan tahunan disahkan oleh RUPS. 

(7) Dalam hal tcrdapat, anggota Direksi tidak menandatangan.i 
Iaporan talrunan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) harus 
disebut.kan alasannya secara Lertulis. 

PasaJ 84 

Paragraf 2 

Laporan Direksi 
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Laporan tahunan Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dilaksanakan sesuai 
dengan ketenruan peraturan perundang-undangan mengenai 

perseroan terbatas. 

Pasal87 

(l) Laporan tahunan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 84 
ayat (1) paling sedikit memuai : 
a. laporan keuangan; 

b. laporan mengenai kcgiatan Perusahaan Perseroan Daerah 
81,1nk Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; 

c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan/ corporate social responsibilit:y; 
d. rincian rnasalah yang timbul selama tahun buku yang 

mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Perseroan 
Daerah Bank Perkrcditan Rakyat Bank Purwa Artha: 

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah 

dilaksanakan oleh Komisaris selarna tahun buku yang 

baru lampau; 

f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris: dan 
g. penghasilan anggota Direksi dun anggota Komisaris untuk 

tahun yang baru lampau. 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a paling sedikit memuat : 

a. neraca akhir rahun buku yang bani larnpau cfak1m 

perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; 

b. Iaporan Jaba. rugi clari tahun buku yang bersangkutan; 

c. laporan arus kas; 
d. laporan perubahan ekuitas; dan 

e. catatan atas laporan keuangan. 
(3) Laporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b sampai 

dengan huruf g rnerupakan laporan manajemen. 

Pasal 86 
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(1) Tahun buku Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Dank Purwa Artha disamakan dengan tahun takwirn 
vaitu masa satu tahun mulai tanggal l .Januari sampai 
dengan 31 Desember. 

(2) Komposisi dart penggunaan laba bersih setiap tahun buku 
disahkan oleh RUPS. 

(3) Laba bersih sctclah dikurangi pajak yang tclah disahkan oleh 

RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut : 
a. bagian laba untuk daerah Zdevider, untuk pemegang 

saham 55% (lima pulub lima persen); 
b. cadangan 20% (dua puluh persen); 

c. canggungjawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen]; 

d. tantiem 4% (empat persen); 
e. jasa produksi8% {delapan persen); dan 

r. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen]. 

(4) Bagian laba untuk dacrah/ deuideri untuk pernegang saham 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang menjadi 
bagian Iaba untuk daerah/ deuideri menjadi hak Daerah 
dianggarkan dalam penerimaan APBD. 

(5) Pcm bagian Iaba yang digunakan sebagai cadangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditempatkan 

pada Peruaahaan Perseroan Dacrah Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Purwa Artha, tujuannya untuk memperkuat modal, 
terdiri atas : 

a. cadangan umum 10% (sepuluh peraen]; 
b. cadangan rujuan 10% (sepuluh persen). 

(6) Pernbagian laba sebagaimana dirnaksud pada ayat Pl huruf c, 

huruf d, huruf e dan huruf f ditctapkan oleh Direksi dan 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 88 

BAB X 

1'1\llUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA 
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(1) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Purwa Artha dapat melakukan kerjasama dengan lembaga 

keuangun, lcmbaga keuangan mikro dan Iembaga lainnya 

dalarn usaha meningkalkan modal, sumber daya rnanusia, 

manajemen profesionalisme perbankan dan lain-lain sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kerjasarna sebagaimana di.maksud pada ayat (1) antara lain 
dilakukan melalui program: 
a. kemitraan; 

b. kerjasama operasi; dan 

c. kerjasama lain ses'uai ketentuan peraturnn perundangan. 

(3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan 
Kornisaris. 

Pasal 90 

BAB XII 

KERJASAMA 

(.I) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Perusahaan 

Perseroan Daerah Baul, Pcrkreditan Rakyat Bank Purwa 
Artha dilaksanakan oleh Bnpati melalui Perangkat Daerah 

yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah: 

(2) Pernbinaan umurn dan pengawasan dilaksanakan dalam 

rangka pcngcmbangan dan pcningkatan kinerja Perusahaan 

Perseroan Daerah Bank Perkrcditan Rakyat Bank Purwa 
Artha, 

(0) Pcrnbiayaan pernbmaan umum dan pengawasan bersumbcr 
dariAPBD. 

Pasal89 

BAB XI 

PEMBINf\AN DAN PENGAWASAN 
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(1) Pembubaran dun likuidasi Perusahaan Perseroan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berdasarkan 

keputusan RUPS dan/ atau penetapan pengadilan. 

(2) Pelaksanaan pembubaran dan Ilkuidasi Perusahaan 

Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank t>urwa 
Artha ditetapkan dengan Peraturan Daerah, 

(3) Pcmbubaran dan likuidasi terlcbih dahulu harus rnendapat 

persetujuan dari OJK. 

Pasal 93 

BAB XIV 

PEMBUBARAN DAN l,IKUrDASI 

(1) Dalam rangka penychatan, penguatan dan perringkatan 

kinerja Pcrusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan. 

Rakyat. Bank Purwa Artha, dapat dilakukan : 

a. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; 

b. pcrubahan status kelcmbagaan. 

(2) Penggabungan, pclcburan clan pengambilalihan Perusahaan 

Perscroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa 
A1-t11a ditetapkan dalam RUPS. 

(3) Pelaksaoaan pcnggabungan, peleburan dan pengarnbilalihan 

serta perubahan status kelembagaan dilaksanakan sesuai 

dengan ketenruan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 92 

BAB XIIT 
PENGGJ\BUNGP.N, PELEBURAN DAN PENGAMB!LAJ.,UL'\N 

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Purwa Arrha wajib melaksanakan tanggungjawab susial dan 
lingkungan sesuai dengan ketentua.n peraruran perundang­ 

undangan 

PasaJ 91 



Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tcntang Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dicabut dan 

dinvatakan tidak berlaku. 

Pasal 95 

BAB XVl 

KETENTUANPENUTUP 

(1) Seluruh hak, kewajiban dan kckayaan/aset Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang 
tclah ada sebelum berlakunya Pcraturan Daerah ini, menjadi 

hak, kewajiban dan kekayaan/aset Perusahaan Perseroan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat l:lank Purwa Artha, 

(2) Dewan Pengawas clan Direksi Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang telah ada 

sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, rnenjadi Komisaris 

dan Direksi Perusahaan Pcrseroan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Bank Purwa Artha sampai dengan berakhir rnasa 
jabatan. 

(3) Pegawai Pcrusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Purwa Artha yang tclah ada sebelum berlakunya Peraturan 

Daerah ini, menjadi Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah 

Dank Perkrcditan Rakyat Bank Purwa Artha, 

Pasal 94 

BAB XV 
KETENTUAN PERALII-IAN 

(4) Pcrnbubaran dan likuidasi Perusahaan Perseroan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artba dilaksanakan 

se suai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan, 
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199403 l 012 
NIP· 1967031 

HRUDIN, SH_ 

NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPAT.8N GROBOGAN 
PROVTNST ,JAWA 'T'ENGAH NOMOR ( 1 - 7 /2020) 

LEMBA.t<A.N DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 1 

MOHAMAD SUMARSONO 

CapTTD 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal o .1,,m.1ari 2020 

SEKRETARlS DAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN, 

CapTTD 

SRI SUMARNI 

Ditctapkan di Purwodadi 
pada tanggal 9 Januari 2020 

BUPATT GROBOGAN, 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orani; mengetahuinya, rnernerintahkan 
pengundangan Peraturan JJaerah ini dengan penempar.annya 
dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Grobogan. 

Pasal 96 
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Aias dasar pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pada 
ketentuan pemturan perundang-undariean berupa Undang-Undang, dan 
Peraruran Pemerintah maka perlu mcrnbcutuk Pcraiuran Daerah Kabupaten 
Grobogan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Purwa Artha. 

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pcrkrcditan Rakyat Bank Purwa 
Artha yang merupakan aset Daerah patut dioptimalkan kinerjanya dalam 
mernberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu dengan penambahan 
Modal Dasar diharapkan Peruaahaan Perseroan Dacrah Bank Perkreditan 

Rakyat Bank Purwa Artha mampu berpartisipasi dan lebih berperan serta 
dalam menggerakkan roda perekonomian Daerah. 

Perkernbangan perekonornian di Daerah yang dilaksanakan sclama ini 

rnerupakan upaya berkesinarnbungan dalam rangka mewujudkan 
peningkatan kesejahreraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut 

pelaksanaan pembangunan Daerah harus senantiasa memperhatikan 
keserasian, keselarasan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan 
terrnasuk bidang ekonomi dan kcuangan. 

' Bahwa rlengan ditetapkannya berbagai ketentuan peraruran 

perundang-undangan yang mcngatur tcntang perbankan salah satunya 

adalah perubahan bentuk badan hukum, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Grobogan yang rnengatur t.entang Perusahaan Daerah tidak sesuai lagi, oleh 
karena itu bentuk badan hukum Pcrusahaan Daerah harus disesuaikan. 

I. PENJELASAN µMUM 

PERUSAHAAN PERSEROAN DAER.AH 
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PVRWA ARTHA 

TENT ANG 

PE~TURAl'J DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR l TAIIUN 2020 

ATAS 

PEN, I ELA SAN 
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Pasal 7 
Cukupjelas 

Pasal 8 

Yang dimaksud dengan "Lembaga Intermediasi" adalah proses 
pembelian dana dari unit surplus (pen a bung) untuk selanjutnya 
disalurkan kernbali kcpada unit defisir (peminjam), yang bisa tercLiri 
dari unit usaha, pemerintah dan juga rumah tangga. 

Yang dunaksud dengan kalimat "lembaga keuangan dan lerubaga 

lainnya"adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di luar 
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Purwa Artb.a. 

Huruf e 
Cukupjelas 

Huruf f 
Cukup jelas 

Huruf g 
Cukupjelas 

Pasal 1 
Cukupjelas 

Pasal 2 
Cukup jelae 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jclas 
Pasal5 

Cukup jelas 

Pasal 6 
Hurufa 

Cukup jclas 

Huruf b 
Cukupjelas 

Iluruf c 
Cukupjelas 

Huruf d 

IL PASAL DEMI PASAL 
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Pasal 12 

Cukupjelas 
Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukupjelas 
Pasal 15 

Cukup jelas 
Pasal lo 

Cukupjclas 
Pasal 17 

Yang dimaksud dengan hubungan ketuarga sampai dengan derajat 

ketiga berdasarkan garis lurus kc atas, kc bawuh atau ke samp1ng, 

terrnasuk hubungan yang timbul karena perkawinan adalah : 
• garis lurus ke atas adalah hubungan keluarga terhadap ayah, 

kakak dan seterusnya; 

Yang dirnaksurl dengan kalimat "Keunt ungan Revaluasi 
Aset" adalah keuntungan akibat aclanya kenaikan nilai aset 
tetap di pasaran atau karena rendahriya nilai asct tctap 

dalarn lapurun kcuangan Perusahaan Perseroan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha. 

Pasal9 

Cukupjelas 

Pasal 10 

Cu.kup jelas 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan kalimar "Kapitalisasi Cadangan" 

adalah penarnbahan modal disetor yang berasal dari 

cadangan. 

Huruf b 
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Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
Cukup jclas 

Pasal 24 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Cukupjelas 

Pasal 27 
Yang dimaksud paling lama 4 [ernpat] tahun adalah masa jabatan 
Komisaris 4 (ernpat) tahun untuk 1 (satu) kali masajabatan. 

Pasal 28 

Cukup jelus 

Pasal 18 

Cukupjelas 

PasaJ 19 

Cukup jelas 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "RUPS Tahunan" adalah RUPS yang 
dilaksanakan secara rutin setahun sekali, sedangkan yang 
dimaksud dengan "RUPS Luar Biasa" adalah RUPS yang 
dilaksariakan karena adanya hal yang mendesak, antara lain 
pengangkatan dan pernberhentian Dewan Komisarais/Direksi. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ay1,1.t (4) 

Cukup jelas 

• garis lurus kc bawah adalah hubungan keluarga tcrhadap anak, 

cucu dan seterusnya; dan 

• garis ke samping adalah hubungan keluarga terhadap paman, 

saudara ayah/ibu dan seterusnya. 
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Pasal 35 

Cukup jelas 

Pasal 36 

Cukup jelas 
Pasal 37 

Ct ikup jelas 

Pasal 38 

Cukup jelas 

Pasal 39 
Cukupjclas 

Pasal 40 
Ayat (1) 

Cu kup jelas 

AyaL (2) 

Huruf a 

Cukup jelas 

Hurufb 
Cukupjclas 

Pasal 29 

Cukup jelas 
Pasal 30 

Cukup jelas 
Pasal ~~1 

Cukup jelas 

Pasal 32 

Cukup jclas 

Pasal 33 
Cukupjelas 

Pasal 34 

Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah situasi 
dimana terdapat konflik kepentingan yang mernanfaatkan 
kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik sengaja 

maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, 

atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat 
dilaksanakan dengan obyektif. 
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Cu kup jclas 

Hurufg 
Cukupjelas 

Cukupjclas 
Pasal 43 

Cukup jelas 
Pt'lst'll 44 

Cukup jelas 
Pasal 45 

Cukupjelas 
Pasal46 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukupjclas 

Hurufc 
Yang dimaksud dengan "kornpetensi" adalah perumusan 
tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk 
melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas 
pengctahuan, keterarnpilan clan sikap kerja sesuai kinerja 
yang dipersyaratken. 

Huruf d 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf f 

Pasal '12 

Pasal 41 

Cukupjelas 

Huruf c 

Cukupjelas 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "tantiem" adalah bagian 
keuntungan Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang dihadiahkan 

kepada pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pemyataan 

kesanggupan dan pengelolaan kinerja peta strategi untuk 
mencapai suatu hasil pada sebuah Jungsi pekerjaan arnu 

aktivitas selarna periode tertentu untuk mencapai tujuan 

Pasal 49 

Cukup jelaa 

Pasal 50 

Pasal 47 

Cukup jclas 

Pasal 48 

Ayat (l) 

Yang dimaksud paling lama !3 [liuia] tahun adalah masa jabatan 

l)irf'ksi S [lima] l;,h11n unruk 1 [satu] kali mASA jabatan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Hurufh 

Cukup jelas 

Huruii 

Cukup jelas 

Huruf j 

Cukupjelas 
Huruf k 

Cukup jelas 

Huruf 1 

Cukup jelas 

Huruf m 
Cukupjelas 

Huruf n 

Cukup jelas 
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Pasal 51 

Cukupjelas 
Pasal 52 

Cukup jelas 
Pasal 53 

Cukup jelas 

Pasa.154 
Cukupjclas 

Pasal 55 

Cukupjelas 

Pasal56 

Cukup jelas 
Pasal 57 

Cukupjelas 
Pa::;<tl 58 

Cukupjelas 
Pasal 59 

Cukup jelas 
Pasal 60 

Cukup jelas 

Pasal 61 
Cukup jelas 

Pasal 62 

Cukup jelas 

Pasal 63 
Cukupjelas 

Pasal 64 

Cukup jelas 

Pasal65 

Avat (1) 

Cukup jelas 

Ayrit (S) 

Cukupjelas 

organisasi, sedangkan pengeiolaan kinerja sendiri memerlukan 
suatu proses strategis dan terpadu yang mcnunjang keberhasilan 
suatu organisasi melalui pengembangan kinerja surnber daya 

manusia. 
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Pasal66 
Cukupjelas 

Pasal 67 

Cukup jelas 
Pasal 68 

Cukupjelas 
Pasal 69 

Ayat (1) 

cukup jotas 

Ayat (2) 

Huruf a 
Cukupjelas 

Huruf b 
Cukupjelas 

Ayat (7) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 
Ayat (6) 

Yang dimaksud dcngan "dana rcpresentatif" adalah dana yang 
dibcrikan kepada Direksi unruk mendukung kelancaran 
pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Purwa Artha, dan penggunaannya diatur oleh 
Direksi. Sedangkan yang d.imaksud dengan "pakta integritas" 
adalah pernyataan arau janji kepada diri sendiri Lentang 
komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, Langgung jawab, 
wewcnang dan peran sesuai peraturan perundang-undangan dan 
kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan 
nepoti<:mP 

Ayat (2) 

Cukup jf"l:-rn 
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PasaJ 73 
Cukupjelas 

Pasal 74 

Cukupjelas 

Ayat (~~1 

Cukup jelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Pasal 70 

Cukupjelas 
Pasal 71 

Cukup jelas 

Pasal 72 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat {'..l) 
Yang dimaksud dengan "definitif" adalah sudah pasti atau bukan 
unluk serncntara. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "tindakan tercela" adalah 
perbuatan yang harus dihindari karena tidak sesuai 
dengan prinsip umum kesusilaan, agama, etika dan prinsip 
umum yang berlaku dalarn masyarakat. 

Hurufd 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan kalirnat "ditetapkan sehagai 

tersangka" adalah seseorang yang karena pcrbuatannya 
arau keadaannya, berdasarkan hasil penyidikan parut 
ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan 

bukti-bukti yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak 

pidana. 
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Pasal 75 

Cukup jelas 

Pasal 76 

Cukupjelas 

Pasal 77 

Cukup jelas 

Pasal 78 

Cukupjelas 

Pasal 79 
Cukup jelas 

Pasal 80 

Cukupjelas 

Pasal 81 
Cukupjelas 

Pasal82 
Cukupjelas 

Pasal 83 

Cukupjelas 

Pasal 84 
Cukup jelas 

Pasal85 

Cukup jelas 

Pasal 86 

Cukupjelas 

Pasal87 
Cukup jelas 

Pasal 88 

Ayat (J) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 
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Cukup jelas 

Pasal 94 

Cukupjelas 
Pasal 93 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "Likuidasi" adalah pembubaran 
perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pernberesan dengan 
cara melakukan penjualan harta perusahaan. penagihan piutang, 
pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di 
antara para pernilik. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 

Pasal 89 
Cukup jelas 

Pasal 90 
Cu kup jelas 

Pasal 91 
Cukupjelas 

Pasal 92 

Ayat (6) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Huruf a 

Yang dimaksud "Cadangan Umum" adalah cadangan yang 
dibentuk dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan 
relah rnendapat persetujuan RUPS sesuai Anggaran Dasar 
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Purwa Artha. 

Hurufb 
Yang dimaksud "Cadangan Tujuan" adalah cadangan dari 
laba bersth sctelah dikurangi pajak, yang disisihkan untuk 
rujuan tertentu dan tela.h mendapat persetujuan RU PS 
sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, 
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TAlv!BAHAN LEMBARAN DAERAH KABVPATEN GROBOGAN NOMOR 1 

Pasal 95 

Cukupjelas 
Pasal 96 

Cukup jelas 
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